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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
 

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 

NOMOR   4     TAHUN  2013 
 

TENTANG 
 

KEWAJIBAN PAJAK RESTORAN BAGI  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 
 

Menimbng 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

: a. 
 
 

 
 

 
b. 
 

 
 

 
c. 
 

bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan 
sebagai suatu daerah otonom adalah tercermin pada 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan 
daerah termasuk Pajak Restoran; 

 
bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) sebagai suatu 
badan merupakan Subjek Pajak, diharapkan memberikan 

contoh, pola anutan dan motivator yang baik dalam 
pembayaran Pajak Restoran; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Kewajiban Pajak Restoran Bagi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di 
Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 28 Thun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Thun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintan 
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3952); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4049); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari 
Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4050); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4488); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5161); 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
 

21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisai dan Tata Kerja 
Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran 

Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan 
Nomor 43); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore 

Kepulauan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Tidore Kepulauan 2011 Nomor 88); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan :   PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PAJAK 
RESTORAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.  

 

 
BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 

 
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan. 

 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan. 
 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan  
kerja / unit kerja  yang berada dalam   wilayah hukum Kota Tidore Kepulauan 
meliputi  Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan. 

 
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore 

Kepulauan. 
 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Peraturan Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

 

9. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut   pajak adalah pungutan  daerah atas 
pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. 

 

10. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/minuman yang disediakan 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup Rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga atau katering. 
 

11. Nota Bill adalah  nota penjualan yang diperforasi / disyahkan oleh Dinas 

Pendapatan  Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai bukti pembayaran yang 
dilakukan oleh subyek pajak kepada Restoran. 

 
12. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 

 

13. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan 

Perpajakan Daerah. 
 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, 3 bulan kalender, 6 
bulan kalender dan 1 tahun kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang. 
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15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, 

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

 
 
16. Pajak yang terutang adalah  Pajak yang harus dibayar  pada suatu saat, dalam 

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah. 

 
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai  dari penghimpunan data 

Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 
 

18. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, 

adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan 
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Tidore Kepulauan. 
 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – 
undangan perpajakan daerah.  

 

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.  
 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak  yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar. 

 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan wajar yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

 
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 
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25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 

Surat Keputusan yang menentukan  jumlah pajak yang terhutang sama 
besarnya dengan  kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit 

pajak. 
 

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat 

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

 
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang–undangan Perpajakan Daerah 
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan  
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 

Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 
 

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 
29. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau 

penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  yang 
berlaku. 

 
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 
 

BAB II 
 

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

 
Pasal 2 

 

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang 
disediakan Restoran. 

 
 

Pasal 3 

 
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 
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(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi 

oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. 
 
 

 
(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak 
melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. 

 

 
Pasal 4 

 

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 
makanan dan/atau minuman dari Restoran. 

 

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 
Restoran. 

 

 
BAB III 

 
KEWAJIBAN PAJAK RESTORAN  

 

Pasal 5 
 

(1) SKPD adalah sebagai Badan yang merupakan Subjek Pajak  Restoran. 
 

(2) SKPD yang kegiatannya berhubungan dengan makan dan /atau minum yang 
dianggarkan dalam APBD diwajibkan membayar Pajak  Restoran 10 % (sepuluh 

persen) dengan dan/atau melalui pihak Restoran sebagai objek Pajak Restoran. 
 

 
BAB IV 

 

TEMPAT PENYETORAN DAN BUKTI PEMBAYARAN 
 

Pasal 6 

 
(1) Pembayaran atas Pajak Restoran oleh SKPD dilakukan secara langsung melalui 

Restoran dengan menggunakan Nota Penjualan atau Nota Bill. 
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(2) Nota penjualan atau Nota Bill yang diperoleh dari Restoran Wajib dilaporkan 

pada Dinas Pendapatan Daerah setiap awal bulan berikutnya pada  Tahun 
Anggaran berkenaan. 

 
 
 

 
 

 
BAB V 

 

KETENTUAN PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN  PENGAWASAN 

 

Pasal 7 
 

(1) Pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

 

(2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini dilakukan 
oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Unit organisasi terkait. 

 

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas 
Teknis atau Pengawas yang ditunjuk. 

 

 
BAB VI 

 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Dengan diundangkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 37 
Tahun 2008  tentang Kewajiban Pajak Restoran bagi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 9 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.  
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Ditetapkan di Tidore, 
pada tanggal  28 Maret  2013 
 
 WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
ttd 
 
 
ACHMAD MAHIFA 
 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Tidore 
pada tanggal  28 Maret  2013 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
ttd 

 
 

ANSAR HUSEN 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013  NOMOR 236 
 
 

 


